BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam
1. Pengertian Senjata Tajam
Senjata adalah suatu alat yang digunakan untukmelukai, membunubh,
atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapatdigunakan untuk menyerang
maupun untuk mempertahankan diri, juga untuk mengancam dan melindungi.
Apapun yang dapat digunakanuntuk merusak bahkan psikologi dan tubuh
manusia dapat dikatakansenjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan
atau kompleks sepertipeluru kendali balistik.*’Senjata tajamadalahalat yang
ditajamkan dan digunakansebagai alat untuk melukaitubuh lawan.
Berdasarkan Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat
(2) yangdimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk,dan
senjata pemukultidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan
untukdipergunakan guna pertanian, atau untukpekerjaan-pekerjaan rumah
tangga atau untuk kepentinganmelakukan dengan sah pekerjaan atau yang
nyata-nyatamempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno
ataubarang ajaib.
Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
tentangKepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa

senjata tajamadalah senjata penikam, senjata penusuk, dansenjata pemukul,

2 https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata, Online: 09 April 2022, pukul 04.26 WIB.
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tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian,
atau untuk pekerjaanrumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan
pekerjaanyang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barangkuno,
atau barang ajaib. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (Drt) No. 12
Tahun 1951 menjelaskan bahwa barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke
Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu
senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek-of
stootwapen), dihukum denganhukuman penjara selama-lamanya sepuluh
tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa senjata tajam
merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh,
ataumenghancurkan suatu benda.Senjata dapat digunakan untuk menyerang
maupununtuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan
melindungi apapunyang dapat digunakan untuk merusak bahkan psikologi
dan tubuh manusia.Dalam prakteknya banyak ditemukan orang menggunakan
senjata tajam untuk melakukanpembunuhan atau penganiayaan juga untuk
mengancam tanpa memperhatikanpenafsiran-penafsiran karena nyata senjata

itu telah dipakai (jaditelah bertujuan) menjadi senjata.

. Kegunaan Senjata Tajam
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Senjata tajam dideskripsikan sebagai benda atau bendayang
digunakanuntuk pertahanan diri atau menyerang pihak lain. Benda
atauperkakas yang dapat digunakan sebagai senjata tetapi tidak untuk
pertahanan diriatau serangan memiliki label sendiri dan memiliki kekuatan
netral. Misalnya,pisau atau pedang/pisau pemotong adalah nama netral untuk
alat pemotong.Namun jika digunakan untuk menyerang orang lain maka
pisau atau pedang/parang tersebutakan berubah nama menjadi senjata tajam.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri
daribinatang buas,tapi juga untuk melawan musuh. Senjata juga bisa menjadi
penandaperkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan
danmenggunakan senjata juga berkembang, terutama di Indonesia, seiring
denganperkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah,
sepertinilaikumbang kura-kura. Nilai telah berubah dari alat tempur menjadi
barangkoleksi.Suatu saat, suatu alat dapat menjadi alat untuk merugikan
orang lain.Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, bentuk-bentuk
organisasi sosialprimitif dan modern merupakan salah satu faktor transfer
nilai dalamperadabanmanusia.”'

Definsi lain dari senjata adalah alat yang digunakan untuk
melukai,membunuh atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan
untukmenyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi.Apa pun
yangbisadigunakan untuk menghancurkan (bahkan mental dan manusia)

adalah senjata.Senjata itu bisa sesederhana tongkat atau serumit rudal

! Runturambi, Josias & Pujiastuti, Atin Sri, Senjata Api dan Penanganan Tindak
Kriminal,Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm.6.
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balistik.Senjata tajammerupakan alat runcing yang bisa digunakan secara
langsung untuk merusaktubuh lawan.Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian NegaraRepublikIndonesia, penafsiran Pasal 15 ayat(2)
huruf e memperjelas arti senjatatajam. Yang dimaksud dengan “senjata
tajam” dalamhukum ini adalah senjatatajam penikam, senjata tajam penusuk,
dan senjata,dan pemukul, tidak termasukbarang-barang yang nyata-nyata
dipergunakanuntuk pertanian, untuk pekerjarumah tangga, untuk kepentingan
melakukanpekerjaan yang sah atau nyata, untuktujuan barang pusaka, barang
kuno,barang ajaib sebagaimana diatur dalamUndang-undang Nomor
12/Drt/1951.

Larangan penggunaan senjata tajam telah menjadi
isuklasik.Adanyakemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh senjata
tajam,bahaya tersebut akanmendorong niat atau keinginan seseorang
untukmelakukan kejahatan lain,seperti kejahatan dengan kekerasan terhadap
oranglain, sehingga penggunaansenjata tajam dilarang menjadi masalah
jangkapanjang. Ada banyak kejahatanyang menggunakan senjata tajam

berupakekerasan.

. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Indonesia memiliki banyak suku atau ras,dan budaya serta
adatistiadatnya otomatis terdiversifikasi, termasuk senjatayang digunakan
nenek moyang mereka. Golok dan senjata pisau tradisionalmerupakan alat

yang digunakan suku bangsa Indonesia pada masa lalu untukberperang atau
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mempertahankan diri dalam pertempuran. Selain itu, Indonesiamemiliki

beberapa senjata tajam yaitu:

a.

Badik. Merupakan salah satu senjata tradisional yang berasal
dariLampung Senjataini dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat. Mata
pisau Badik membengkokpada bagian ujungnya, sedangkan bagiangagang
senjata ini berbentuk sepertigagang golok. Jika mendengar kataBadik kita
pasti akan teringat dengansenjata tradisional dari Lampung,sampai saat
ini asal-usul dari Badik masihtidak jelas apakah senjata inimerupakan
kiriman dari Bugis ke Lampung atausebaliknya. Badik Lampung memiliki
sarung yang terbuat dari kayu.

Keris Senjata tajam ini memiliki fungsi sebagai alat. Digunakan
sebagaipusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk
kejahatan,hanya digunakan oleh orang-orang tertentu pada waktu tertentu,
seperti: upacara pernikahan, pengukuhanraja, dan saat mengambil
sumpabh.

Tombak. Tombak adalah senjata panjang dengan ujung yang
tajam.Senjata tajam inidigunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dan
biasanyadigunakan dalamupacara adat. Tapi sekarang sudah jarang
digunakanuntuk melanggarhukum.

Celurit. Jenis senjata tajam ini alat pertanian berupa pisau melengkung
menyerupaibulan sabit. Senjata tajam ini juga dapat digunakan sebagai
alat untukoperasi lapangan. Namun, tidak jarang kompleks seperti itu

digunakansebagai alat untuk bertarung antar individu. Di beberapa daerah
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di JawaTimur, penjahat sering menggunakan kerang ini untuk merampok.
Dibeberapa daerah lain di Indonesia, seperti Jawa Tengah dan Jawa
Barat,kompleks tersebut juga digunakan untuk kegiatan berkebun,
namundengannama yang berbeda yaitu Arit.

Kapak. Atau istilahnya kadang disebut juga kapak,biasanya terbuat
darilogam bertepi dan diikat ke batang yang biasanya terbuat dari kayu.
Parang. Merupakan senjata besi tajam, biasanya berbentuk
relatifsederhana tanpajeruji. Ini dapat digunakan sebagai alat pemotong
atau alatpemotong. Parangini juga digunakan di bidang pertanian.

Pedang. Adalah senjata tajam dengan mata pisau yang panjang.Pedang
inimemiliki dua sisi yang tajam dan hanya satu sisi yang tajam.
Dalambeberapa budaya, pedang biasanya memiliki ketajaman paling
tinggidibandingkan senjata lainnya, dan pedang biasanya terbuat dari
logamkerasseperti besi atau baja.

Busur. Adalah senjata tajam yang terbuat dari batang besi. Dan
gunakanketapel sebagai booster. Busur sangat populer di kalangan
masyarakat karenamudah dibuat dan murah pembuatannya. Sebab, bagi
orangdewasa, anak-anak bisa dengan mudah mendapatkannya. Baru-baru
initelah banyakdigunakan sebagai alat kejahatan dan perang.

Samurai atau katana. Samurai adalah sejenis pedang. Katana terutama
digunakan untuk memotong, dan yang terbaik adalah memakai dua
pegangan. Tidak seperti kebanyakan pedang di negara manapun. Cara

penumpukan katana berbeda pada pemakainya, sama seperti pedang
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lainnya, dengan bilah menghadap ke bawah. Katana persis berlawanan
arah dengan bilahnya menghadap ke atas.”

Menurut Undang-Undang (Drt) No. 12 tahun 1951: Senjata tajam
mengacupada senjata tikam, senjata tikam dan senjata serang, tetapi tidak
termasukbarang yang sebenarnya diimpor untuk pertanian atau pekerjaan
rumahtangga atau untuk keperluan pekerjaan yang sah atau sebenarnya.
Digunakansebagai  pusaka,  benda  kuno atau  benda ajaib
(merkwaardigheid).Jumlah senjata tajam yang dimiliki Indonesia cukup
besar, menunjukkanmasihminimnya kepedulian bangsa berupa penghargaan
terhadapperlindungan warganegara, juga menunjukkan bahwa sanksi dalam
hukum pidana tidak sinkron,karena perilaku dan perilaku yang secara tegas
dilarangdalam hukum pidanamemiliki saksi pidana yang serius. Tapi masih
adatindakan ilegal.Masyarakatdi setiap wilayah memiliki kondisi sosial,
budayadan budaya yang berbeda,sehingga kejahatan di satu tempat berbeda
dengantempat lainnya. Oleh karenaitu, negara harus menegakkan hukum

sebagaiproses yang pada dasarnyamerupakan aplikasi diskresioner.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Tindakpidanamerupakan suatu istilah yang dipakai di dalam
ilmuhukum pidana, dalam bahasa Belanda diterjemahkan menggunakan
istilah“strafbaarfeit”. lIstilah “strafbaarfeit” terdiriatas tigakata, yaitustraf

berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), dan feitberartitindak,

22 http://repository.umko.ac.id/id/eprint/113/3/BAB%202%20CINDIR A.pdf,Online:09
April 2022, pukul 04.26 WIB.
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peristiwa, pelanggaran danperbuatan.Jadi istilahstrafbaarfeitadalahperistiwa
yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.*

Menurut Jonkers “strafbaarfeit” dibedakan dalam definisi pendekyaitu
suatukejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
Sedangkan definisi panjangnya yaitu suatu kelakuan yang melawan
hukumberhubung  dilakukan  dengansengaja  oleh  orang  yang
dapatdipertanggungjawabkan.Simons berpendapat bahwapengertian
“strafbaarfeit” adalah kelakuan(handeling) yang diancam pidana,
bertentangan dengan hukum dilakukandengan kesalahan oleh seseorang yang
mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hammel memberikanpengertian
“strafbaarfeit” adalahkelakuanorang yang mempunyai sifat dapat dihukum.*

Strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat
tertentutelah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap
sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di
dalamnya.*Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar
larangan tersebut.Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai

suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.*®

» Widnyana, I Made, 4sas-Asas Hukum Pidana,Jakarta: Fikahati Aneska, 2010,hlm. 32.

" Sunarso, Siswanto, Filsafat Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015,
hlm.165-167.

» Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika
Aditama, 2011, him. 97.

*°" Ibid, him. 98.
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Mencermati penjelasan di atas, berdasarkan teori pengertian
“strafbaarfeit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan
karena kesalahan si pelaku dan terancam dengan hukuman untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
Penjelasan berdasarkan Hukum Positif, memberi pemahaman “strafbaarfeit”
yaitu suatu peristiwa (feit) yang oleh peraturan undang-undang disimpulkan
semacam perlakuan yang dapat dihukum.Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHPidana) sendiri tidak terdapatpenjelasan mengenai apa
sebenarnya yang dimaksuddenganstrafbaarfeit itu sendiri.’’Tindak pidana
biasanya disinonimkan dengan istilah delik, yang dalam bahasa latin disebut
delictum.*®

Untuk memahami tindak pidana tidak terlepas daripemahaman tentang
pidana itu sendiri.Sebelummemahami tentang pengertiantindak pidana,
terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertianpidana.Istilah pidanatidak
terlepas dari masalah pemidanaan.Secaraumum pemidanaan merupakan
bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas
ini  tercamtum dalamPasallayat (1)KUH Pidana yang berbunyi
“nullumdellictum nulla poena sine praevia poenali”yang artinya tidak ada
suatuperbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-
undanghukum pidana lebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHPidana menunjukkan hubungan yang

eratantara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang(hukumpidana)

27 Ariman, M. Rasyid dan Raghib, Fahmi, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016,
hlm. 58.
2 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 47.
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terlebih dahulu. Pembentukundang-undangakan menetapkanperbuatanapa
saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yangbagaimanakah yang dapat
dikenakan.Memperhatikan keterkaitanantara suatu tindak pidana, pidana dan
ketentuan atauundang-undanghukum pidana, maka pengertian pidana
haruslah dipahami secarabenar.Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan
delik yang berasal daribahasa Latinyakni kata delictum.Kamus
bahasalndonesiamendefinisikan delik adalah perbuatan yangdapat dikenakan
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadapundang-undang.
Berdasarkanbeberapa uraian di atas, dapatdisimpulkan bahwatindak
pidanayaitusuatuperbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana
danpelakunya ini dapat dikenakan subjek pidana. tindak pidana merupakan
suatu perbuatan manusia yangbertentangan denganhukum yang berhubungan
dengan kesalahan disertai ancaman (sanksi) berupa pidanatertentu bagi siapa
yang melanggarlarangan tersebut. Perbuatan pidanasendiri perbuatan yang
bertentangan atau dilarang olehsuatu aturan hukumdan diancam pidana.
Larangantersebut ditujukan kepadaperbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan
orang, sedangkan ancaman pidanaditujukankepada orang yangmenimbulkan

perbuatan itu.

. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mencermati pengertian tindak pidana (strafbaarfeit)yang telah dibahas
di atas, makamenunjuk kepadaunsur-unsur sebagai berikut:
a. Perilaku yang dapat dipidana oleh hukum.

b. Perilaku yang melanggarnorma.
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Perilaku yang diperbuat dengan suatu kesalahan dan

d. Perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Kanter dan Sianturi, menyebytkan unsur-unsur tindak pidanameliputi,

antara lain:subjek; kesalahan; bersifat melawan hukum (dan tindakan); suatu

tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangandan

terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan waktu, tempat, dan

keadaan (unsur objektif lainnya).*’Tindak pidana di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana(KUHPidana) pada umumnya dijabarkan ke

dalamunsur-unsur yang terdiri dari unsursubjekif dan unsur objektif.

a. Unsur Objektif,yaituunsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-

unsuryang ada hubungannya dengankeadaan, yaitu dalam keadaan dimana
tindakan si pelaku itu harusdilakukan terdiri dari, yaitu sifat
melanggarhukum, kualitas dari si pelaku, danKausalitas yaitu hubungan
antarasuatu  tindakan sebagai penyebab dengan suatukenyataan
sebagaiakibat.

Unsursubjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si
pelaku,atauyangdihubungkandengandirisipelakudantermasukdidalamhati
nya unsur ini terdiri dari: kesengajaan atauketidaksengajaan, maksud pada
suatu percobaan(Pasal 53 ayat (1) KUHPidana), macam-macam maksud
(seperti  terdapat  dalamkejahatan-kejahatan  pencurian,penipuan,
pemerasan, dan sebagainya), merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340

KUHPidana yaitupembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu),

¥ Ariman, Rasyid, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, him. 60.
3% Effendi, Erdianto, Op Cit, hlm. 99.
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perasaan takut(Pasal 308 KUHPidana), dan orang yang mampu
bertanggungjawab.”!

Unsur-Unsur  dalam  tindak pidana ini sebenarnya adalah
untukmelengkapi kembaliatau menjelaskan mengenai jenis dan ruang
lingkupperbuatan manusia yang dapat dikenaiaturan hukum. Tanpa
memandangapakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebuttimbul
dari dirinyasendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga, orang yang
dapatdinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokan
kedalambeberapa macam yangterlihat padaPasal 55 dan Pasal 56 KUHAP.

Berdasarkan urian di atas, secara umum dapatpenulis simpulkanbahwa
unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektifdan unsur
subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar diripelaku
sepertisifat pelanggaran, kualitas pelaku, dan kausalitas. Sedangkan unsur
sujektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti kesengajaan
atau ketidaksengajaan, maksud percobaan, macam-macam maksud kejahatan,

perasaan takut dan pelaku mampu bertanggung jawab.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana
Bentuk-bentuk tindak pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitutindak
pidanaumum dan tindak pidana khusus, dimana aturan-aturannya ada didalam
KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan perundang-undangan

lain diluarKUHPidana sebagai pendukugnya.

3! Gunaidi,Ismi dan Efendi, Joenadi.,Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,
Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014, hlm. 40.
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a. Tindak  Pidana  Umum, suatu  perbuatan  pidana  yang
pengaturannyaterdapat dalam KUHPidana, sertasemua perundang-
undangan yang mengubah dan menambah KUHPidana.

b. Tindak Pidana Khusus, suatu perbuatan pidana atau tindak pidana
yangdiatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHPidana, diluar

KUH Pidana, tetapimemiliki sanksi pidana.**

C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim Memputus Perkara Pidana
1. Pengertian Putusan Hakim
Sebelum membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
pidana, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian putusan hakim itu
sendiri. Putusan hakim atausering disebut dengan istilah putusanpengadilan
sangat perlu dalam menyelesaikan perkara pidana. Adanya putusan hakim,
diharapkan para pihakyang terkait dalam perkarapidana khususnya bagi
terdakwabisa memperoleh kepastian hukumtentang statusnya dan sekaligus
dapat mempersiapkan langkah berikutnyaantara lain yang berupa menerima
putusan, melakukan upaya hukumbanding/kasasi, melakukan grasi dan
sebagainya. Apabila tinjauan optithakim yang mengadili perkara
pidanatersebut, putusan hakim merupakanmahkota sekaligus puncak
pencerminannilai-nilai keadilan, kebenaranhakiki, hak asasi, penguasaan
hukum atau fakta, secara mapan dan factualserta visualisasi etika beserta

moral dari hakimyang bersangkutan.

32 Syamsudin, Azis,TindakPidana Khusus, Jakarta: Sinar Gafika, 2011, him. 8.
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Leden Marpaung memberikan pengertian putusanmerupakan hasil
atau kesimpulandari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan
semasak-masaknya yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Ada juga
yangmengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan
yangkurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang
bukanahli hukum.**Padapraktik peradilan, putusan hakim
sebelumpertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu
akanmenarik  fakta-faktadalam  persidangan = yang  timbul  dan
merupakankonklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan
terdakwa, danbarang bukti.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwatidak
boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti sah yangdimaksud
adalah:keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa.Menurut  ketentuan Pasal 193 KUHAP, putusan pidana
dijatuhkanapabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan
rumusanKUHAP tersebut, putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 3
jenisyaitu:

a. Putusan Bebas dari Segala Tuduhan Hukum.
Putusan  bebas dari segala tuduhan hukum adalah

putusanpengadilan ~ yang  dijatuhkan  kepada terdakwa  karena

3 Mulyadi, Lilik, Hukum Acara  Pidana Normatif, Teoritik,Praktik
dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2007, hlm.202
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hasilpemeriksaan  sidang, kesalahan terdakwa atas  perbuatan
yangdidakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah
danmeyakinkan.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa,terdakwa
yang berada dalam status tahanan diperintahkan untukdibebaskan seketika
itu juga, kecuali karena alasan yang sah,terdakwa masih tetap dalam
tahanan, misalnya terdakwa masihtersangkut dalam lain perkara, baik
untuk  dirinya  sendiri ~ maupunbersama-sama  dengan  teman
terdakwa.Putusan bebas dijatuhkanjika hakim tidak memperoleh
keyakinan mengenai kebenaran atauia yakin apa yang didakwakan tidak
atau setidak-tidaknya bukanterdakwa ini yang melakukannya.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Putusan pengadilan berupa
putusan lepas dari segalatuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan
kepada terdakwayang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut
pendapatpengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
terbukti,tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

c. Putusan yang Mengandung Pemidanaan. Jenis putusan pengadilan ini
adalah putusan yangmembebankan suatu pidana kepada terdaka karena
perbuatan yangdidakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa
terdakwabersalah dalam melakukan perbuatan yang didakwakan itu.**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa putusan

pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telahmendapatkan keyakinan

** Muhammad, Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2006, hlm. 115-116
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bahwa perbuatan terdakwa dan terdakwadapat dipidana. Adanya kesalahan
terdakwa dibuktikan denganminimal adanya 2 (dua) alat bukti dan hakim
yakin akan kesalahanterdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada dan
denganadanya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti syaratuntuk

menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutu Perkara Pidana

Pertimbangan hakim atauratio decidendiadalah argumen ataualasan
yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadidasar
sebelum memutus perkara.*”Putusan hakim pada praktek peradilansebelum
pertimbangan  yuridisdibuktikan,maka hakim terlebih dahulu akan
menarik fakta—fakta dalam persidanganyang timbul dan merupakan konklusi
komulatif dari keterangan para saksi,keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwatidak
boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh
keyakinanbahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah
yangbersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang
dimaksudadalah: a)keterangansaksi, b)keteranganahli, c) surat, d)petunjuk,
dane)keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah
diketahuisehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Sebagaimana  diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan

melaluiproses acarapidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas

' Muhammad, Rusli,Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: CitraAditya Bakti,
2010, hlm. 193.
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suratpelimpahan  perkara yang memuat seluruh  dakwaan  atas
kesalahanterdakwa. Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas
dari hasilpembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.Hakim
tidak bolehmenjatuhkanhukuman yang lebih rendah daribatas minimal dan
juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yanglebih tinggi dari batas
maksimal hukuman yang telah ditentukan  undang-undang.Rusli
Muhammadmengemukakan bahwapertimbangan hakim dapat dibagi menjadi
2 (dua)kategori, yakni‘Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori
yakni,pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.Pertimbangan
yuridis adalah pertimbangan hakim yangdidasarkan pada fakta-fakta yuridis
yang terungkap dalampersidangan dan oleh undang-undang ditetapkan
sebagai halyang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan
jaksapenuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang
bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.Sedangkan
pertimbangan nonyuridis dapatdilihat dari latarbelakang terdakwa, akibat
perbuatan terdakwa, kondisiterdakwa, dan agama terdakwa.>

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari
lokasikejadian (locus delicti), tempat kejadian (tempus delicti), dan
modusoperandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat
puladiperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari
perbuatanterdakwa, jenisbarang bukti yang digunakan, serta kemampuan

terdakwauntukmempertanggung jawabkan perbuatannya.Apabila fakta-fakta

3 Ibid, hlm. 212.
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dalampersidangan telah diungkapkan, barulahputusan hakim
mempertimbangkanunsur-unsur delik yang didakwakanoleh penuntut umum,
setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antarafakta—fakta, delik yang
didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa.Barulah kemudian,
majelismempertimbangkan dan meneliti terpenuhinyaunsur—unsur delik
pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbuktisecara sah
meyakinkan menurut hukum.Selain pertimbangan yuridis daridelik yang
didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik,pandangan doktrin,
yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulahkemudian secara
limitatif ditetapkanpendiriannya.Dalam memutus suatu perkara pidana, dalam
melakukanpertimbangan hakim ada 2 (dua) macam yaitu37:
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yangdidasarkan
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalampersidangan dan

olehundang-undang ditetapkan sebagai hal yangharus dimuat di

dalamputusan.Hal-hal yang dimaksud tersebutantara lain:

a. Dakwaan Penuntut Umum. Merupakan dasar hukum acara
pidanakarena berdasar itulah pemeriksaan di persidangandilakukan.
Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa,juga memuat uraian
tindak pidana yang didakwakan denganmenyebut waktu dan tempat
tindak pidana itu dilakukan.Dakwaan yang dijadikan pertimbangan

hakim adalahdakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan.

7 Muhammad, Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2006, hlm. 124-220.
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b. Keterangan Terdakwa. Menurut Pasal 184 butir eKUHAP,
digolongkan sebagai alat bukti. Keteranganterdakwa adalah apa yang
dinyatakan terdakwa dipersidangan tentang perbuatan
yanglakukannya atauiaketahui sendiri atau dialami sendiri.
Keteranganterdakwasekaligus  juga merupakan jawaban atas
pertanyaan hakim,Penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum.

c. KeteranganSaksi. Dapat dikategorikan sebagai alatbukti sepanjang
keterangan itu mengenai sesuatu peristiwapidana yang didengar,
dilihat,  dialamisendiri, dan  harusdisampaikan di  dalam
sidangpengadilan denganmengangkat sumpah. Keterangan saksi
menjadipertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d. BarangBukti. Pengertian barang bukti disini adalah semua bendayang
dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntutumum di depan
sidangpengadilan, yang meliputi:

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwaseluruhnya atau
sebagian diduga diperoleh daritindak pidana atau sebagai hasil
tindak pidana;

2) Benda yang dipergunakan secara langsung untukmelakukan tindak
pidana atau untukmempersiapkan;

3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangipenyidikan
tindak pidana;

4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsungdengan tindak

pidana yangdilakukan.
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2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan nonyuridis

adalah sebagai berikut:

a.

Latar Belakang Perbuatan Terdakwa. Adalah setiapkeadaan yang
menyebabkan timbulnya keinginan sertadorongan keras pada
diriterdakwa dalam melakukan tindakpidana.

Akibat Perbuatan Terdakwa. Perbuatan pidana yang
dilakukanterdakwa sudahpasti membawa korban ataupun kerugian
pada pihak lain.Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan
yangdilakukan  tersebut  dapat pula  berpengaruh  buruk
kepadamasyarakat luas, paling tidak  keamanan dan
ketentramanmereka senantiasa terancam.

Kondisi Diri Terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan
fisikmaupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan,termasuk
pula status sosial yang melekat pada terdakwa.Keadaan fisik
dimaksudkan adalahusia dan tingkatkedewasaan, sementara keadaan
psikis dimaksudkan adalahberkaitan dengan perasaan yang dapat
berupa: tekanan dariorang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah,
dan lainlain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial
adalahpredikat yang dimiliki masyarakat.

Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa. Di dalam KUHPidana
maupunKUHAP tidak ada satuaturan pun yang dengan jelas

memerintahkan bahwakeadaan sosial ekonomi terdakwa harus
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dipertimbangkandalam  menjatuhkan  putusan  yang  berupa
pemidanaan. Halini berbeda dengan konsep KUHPidana baru dimana
terdapatketentuan ~ mengenai  pedoman  pemidanaan  yang
harusdipertimbangkan oleh hakim.Berdasarkan konsep KUHPidana
itu, salah satu yangharus dipertimbangkan hakim adalah keadaan
sosialekonomi  pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan
biayahidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikatpengadilan
sebab masih bersifat konsep. Meskipundemikian, kondisi sosial
ekonomi tersebut dapat dijadikanperrtimbangan dalam menjatuhkan
putusan sepanjang haltersebut merupakan fakta dan terungkap di
mukapengadilan.

Faktor Agama Terdakwa. Setiap putusan pengadilan senantiasa
diawalidengan kalimat “Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang
Maha Esa”. Kalimat ini selainberfungsi sebagai kepala putusan,
namun Yyang lebihpenting suatu ikrar dari hakim bahwa yang
diungkapkandalam putusannya itu semata-mata untuk
keadilanberdasarkan Ketuhanan, kata “Ketuhanan”menunjukkansuatu
pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengandemikian, apabila
para hakim membuat putusanberdasarkan pada Ketuhanan, berarti
harus pulaia terikatoleh ajaran-ajaran agama.Digolongkan faktor
agama dalam pertimbanganyang bersifat non yuridis disebabkan tidak
adanya satuketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal

lainnyayang menyebutkan bahwa faktor agama harusdipertimbangkan
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dalam putusan. Namun meskipun faktoragama dimasukkan sebagai
pertimbangan non yuridis tidakberarti hal ini bermaksud untuk
memisahkan agama denganhukum dan tidak pula berarti menilai
agama bukanpersoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan
formalitulah yang menyebabkan faktor agama

digolongkanpertimbangan yang bersifat non yuridis.

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pidana

Apabila memerhatikan setiap putusan yang dihasilkanlembaga

pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusantersebut hal-hal

yangmemberatkan dan hal-hal yang meringankanpidana. Dalam Pasal 197

ayat (1) huruf f KUHAP disebutkan“putusan pemidanaan memuat

keadaan yang memberatkan danmeringankan terdakwa”.

a.

s 38

Hal-hal yang memberatkan Pidana. Dalam KUHPidana terdapat tiga
hal yang dijadikanalasanmemberatkan pidana, yaitu sedang
memangku suatu jabatan(Pasal 52 KUHPidana), residive atau
pengulangan (titel 6buku IKUHPidana), dan gabungan atausamenloop
(Pasal 65 dan 66KUHPidana).

Hal-hal yang meringankan Pidana. KUHPidana tidak secara rinci
mengatur hal-hal yangmeringankan pidana. Menurut KUHPidana hal-
hal atau alasan-alasanyang dapat meringankan pidana, yaitu:
percobaan (Pasal 53 ayat2 dan 3), membantumedeplichtgheid (Pasal

57 ayat 1 dan 2) danbelum dewasaminderjarigheid (Pasal 47). Hal-hal

3% Ibid. hlm. 144-150.
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tersebutmerupakan  alasan-alasan umum, sedangkan alasan-

alasankhusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 342

KUHPidana.

Pada proses persidangan, hakim harus aktif bertanya dan
memberikesempatan kepada pihakterdakwa yan diwakili oleh penasehat
hukum untukbertanya kepada saksi-saksi, begitu pula penuntut umum. Semua
itudimaksudkan  untukmenemukan kebenaran materiil dan pada
akhirnyahakimlah  yangbertanggung  jawab atas  segala  yang
diputuskannya.Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.
48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik
Indonesiayangmenyatakan bahwa dalam sidang pemusyawaratan, setiap
hakim wajibmenyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap
perkara yangsedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Selain itukeputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian
selamapemeriksaan dan hasil sidangpengadilan. Memproses untuk
menentukanbersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang,
hal inisemata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya
jajarandepartemen inilah yang diberi wewenang untuk putusan pemidanaan
yangberdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang
menjatuhkanhukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi
perintahuntuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang

tertuangdalam Pasal pidana yang didakwakan.
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Undang-UndangNo. 48 Tahun 2009 Hakim PengadilanNegeri juga

diatur perihal dalam mengambil suatu keputusan di dalamsidang pengadilan,

seorang Hakim harus mempertimbangkan beberapaaspek, yaitu:

1.

Kesalahan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan syarat utama untuk
dapat dipidananyaseseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-
luasnya, yaitudapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan
danniat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dantidak
secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan danniat harus dilihat
dari peristiwa demi peristiwa, yang harusmemegang ukuran normatif dari
kesengajaan dan niat adalahhakim.

Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakpidana. Kasus tindak
pidanamengandung unsur bahwa perbuatan tersebutmempunyai motif dan
tujuan untuk dengan sengaja melawanhukum.

Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut
adaunsur yangdirencanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak
pidana

tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginansi pelaku
untuk melawan hukum.

Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasikan dengan
melihat pada rasa bersalah,rasa penyesalan dan berjanji tidakakan
mengulangi perbuatantersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau
uang santunanpada keluarga korban dan melakukan perdamaian

secarakekeluargaan.
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5. Riwayat hidup dan keadaan sosialekonomi. Riwayat hidup dan keadaan
sosial ekonomi pelaku tindak pidanajuga sangat mempengaruhi putusan
hakim yaitu danmemperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum
pernahmelakukan  perbuatan tidak pidanaapapun, berasal dari
keluargabaik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilansedang-
sedang saja (kalangan kelas bawah).

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku
dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, iamenjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakuikesalahannya.Maka hal yang di
atas juga menjadi pertimbanganbagi hakim untuk memberikan keringanan
pidana bagi pelaku.Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau
bertanggungjawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara
berterusterang dan berkata jujur. Karena akan ~mempermudah
jalannyapersidangan.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depanpelaku. Pidana juga mempunyai
tujuan yaitu selain membuat jera kepadapelaku tindak pidana, juga untuk
mempengaruhi  pelaku agar tidakmengulangi perbuatannyatersebut,
membebaskan rasa bersalahpada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan
mengadakanpembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik
danberguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukanoleh
pelaku. Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwatindakaan

pelaku adalah suatu perbuatantercela, jadi wajar sajakepada pelaku untuk
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dijatuhihukuman, agar pelaku mendapatkanganjarannya dan menjadikan
pelajaran untuk tidak melakukanperbuatan yang dapat merugikan diri
sendiri dan orang lain. Haltersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah
untuk menjamintegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan
hakimdalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.

2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat —mempengaruhi
ataumengarahkan putusan yang akan dijatuhkan olehhakim.

3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan
tugas dan fungsi yudisialnya.

Didalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:
“Musyawarahtersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan
segalasesuatu yangterbuktidalampemeriksaandisidang”. Jadidalam
mengambilkeputusan, hakim juga harus memperhatikan isi dari surat
dakwaan. Didalam  bukunya, Ramelan (2005:162) menyebutkan
bahwa:“Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenaisyarat-
syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapatdikatakan bahwa
surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (actevan verwizing) yang memuat
uraian perbuatan atau fakta-faktayang terjadi, uraian mana akan
menggambarkan atau,menjelasakan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal

tindak pidana(delik) yang dilanggar.”
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Fungsi dari surat dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitudimensi
pihak Kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa, dandimensi
pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akanmenjadi dasar
bagi pemeriksaan di persidangan dan dalam mengambilkeputusan. Surat
dakwaan jugaakan memperjelas aturan-aturan hukummana yang dilanggar
oleh terdakwa. Dengan demikian, Hakim tidak bolehmemutuskan atau

mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.
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